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Desentralisasi tata kelola kehutanan dalam paradigmaawal di wilayah Asia-Pasifik diartikan sebagai
mekanisme prosedural dan aturan dalam mengambil keputusan yang mencakup pada transfer kewenangan
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui tata kelola yang baik. Rumusan masalah dalam
penelitian ini yaitu; 1) Bagaimana tata kelola kehutanan yang baik di Provinsi Jambi dan, 2) Bagaimana
proses membangun peran <em>stakeholder </em>dalam tata kel ola kehutanan yang baik di Provinsi Jambi
sgjak berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis tata kelola kehutanan yang baik dan proses membangun peran
<em>stakeholder </em>setelah berlakunya Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan <em>post positivisme </em>dan metode
kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (<em>indepth interview</em>) serta
wawancaraterstruktur. Hasil penelitian diperoleh bahwa sgjak berlakunya Undang-Undang 23/2014 yakni;
<em>Pertama</em>, berdasarkan enam prinsip tata kelola kehutanan yang baik di Provinsi Jambi masih
banyak terdapat kelemahan. Hal ini ditunjukkan dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam
keikutsertaannya pada setiap kebijakan sektor kehutanan yang ditetapkan pemerintah. Kurangnya
penyuluhan dan informasi terkait kebijakan tata kel ola kehutanan dari pemerintah menjadi salah satu faktor
munculnya konflik tenurial yang terjadi antara masyarakat dengan pihak swasta atau masyarakat dengan
pemerintah. <em>Kedua, </em>dari analisis proses membangun peran dan kepentingan masing-masing
<em>stakeholder </em>pada kebijakan tata kelola kehutanan di Provinsi Jambi, pihak swastalebih
mendominasi perizinan dan pengelolaan hasil hutan daripada masyarakat daerah yang tinggal di sekitar dan
di dalam hutan. Hal ini terjadi karena sumbangsi pihak swasta pada pemerintah di sektor ekonomi, seperti
pada penyerapan dana pendapatan daerah yang sangat tinggi. Dampaknya masyarakat yang tinggal di sekitar
dan di dalam hutan menjadi pihak yang paling dirugikan oleh kebijakan tata kel ola kehutanan itu sendiri.
Oleh sebab itu, rekomendasi yang dapat diberikan adalah peningkatan pada rencana pengel olaan hutan,
sosialisasi yang tepat sasaran, dan membangun komunikasi pada masyarakat di sekitar hutan dan SAD.
Pentingnya peran masyarakat dan SAD yang harus diikutsertakan karena mereka mengetahui persis kondisi
hutan, masalah, dan solusi yang tepat dalam penanganannya.

...... Decentralization of backwoods administration in the underlying worldview in the Asia- Pacific district is
characterized as a component for methods and decides for settling on choices that incorporate the exchange
of focal position to nearby legislatures through great administration. The problem formulations of this study
are, 1) How are good foresty governance in Jambi Province, and 2) How are the process of building
stakeholder rolesin good foresty govenance in Jambi Province since the the authorization of Law 23/2014
about regional government. This study expects to break down great ranger service administration and the
method involved with building partner jobs after the order of Law no. 23/2014 concerning Regional
Government. The strategy utilized in this exploration is post positivism approach and subjective technique.
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Information were gathered through top to bottom meetings and organized interviews. The consequences of
the review showed that since the authorization of Law 23/2014, to be specific; First, in view of the six
standards of good administration in Jambi Province, there are as yet numerous shortcomings. Thisis shown
by the absence of local area cooperation in partaking in each ranger service area strategy set by the public
authority. The absence of directing and data connected with ranger service administration arrangements
from the public authority is one of the elements for the development of residency clashes that happen
between the local area and the confidential area or the local area and the public authority. From the
examination of the most common way of fostering the jobs and interests of every partner in woods
administration arrangements in Jambi Province, the confidential area overwhelms both permitting and
backwoods item the executives than nearby networks living around and in the timberland. Thisis because of
the help of the confidential areato the public authority in the financial area, for example, the extremely high
retention of provincial income reserves. individuals living around and in the woods are the most impeded by
the timberland administration strategy itself. Consequently, proposals that can be given are improvement of
timberland the executives plans, designated socialization, and correspondence to networks around woods
and SAD. The significance of the job of the local areaand SAD that should be incorporated on the grounds
that they know the state of the timberland, the issues, and the right arrangements in taking care of
them.</em></p><p> </p>



